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TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR

Menimbang :

Mengingat :

la

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota
Denpasar Tahun Anggaran 2016;

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1892 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58  Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Replublik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016( Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Denpasar Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota
Denpasar Tahun 2016 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017
Nomor 2);

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Denpasar Tahun Anggaran 2016 ( Berita Daerah Kota
Denpasar Tahun 2015 Nomor 36) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 27 Tahun 2016
tentang Perubahan Penjabaran Atas Peraturan Walikota
Denpasar Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun

Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016
Nomor 27) ;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2016



Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun anggaran 2016
terdiri dari :

1. Pendapatan Rp. 1.943.164.609.042,46
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 807.042.113.054,39
b. Dana Perimbangan Rp. 878.197.108.565,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Rp. 297.925.387.423,07
Sah
2. Belanja Rp. 1.871.440.897.164,80
a. Belanja Tidak Langsung Rp. 1.037.975.540.099,61
1) Belanja Pegawai Rp. 789.551.174.990,63
2) Belanja Hibah Rp. 53.396.264.600,00
3) Belanja Bantuan Sosial Rp. 3.460.600.000,00
4) Belanja Bagi Hasil Rp. 27917, FT1.818,00
S5) Belanja Bantuan Rp. 128.894.437.991,98
Keuangan
6) Belanja Tidak Terduga Rp. 4.755.290.699,00
b. Belanja Langsung Rp. 833.465.357.065,19
1) Belanja Pegawai Rp. 17.911.639.700,00
2) Belanja Barang dan Rp. 557.885.790.212,44
Jasa
3) Belanja Modal Rp. 2957.667.927.152,73
Surplus (1-2) Rp. 71.723.711.877,66
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 246.309.756.570,20
b. Pengeluaran Rp. 78.067.774.805,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 168.241.981.765,20
Sisa Lebih Perhitungan Rp. 239.965.693.642,86
Anggaran Tahun Berkenan
Pasal 2
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam
penjabaran laporan realisasi anggaran.



Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Agustus 2017
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Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 21 Agustus 2017 |
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